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2024, PEMPROV JATENG ALOKASIKAN BANTUAN KEUANGAN  
Rp3,04 TRILIUN UNTUK KABUPATEN/ KOTA DAN DESA 

 
Sumber Gambar:  

https://jatengprov.go.id/wp-content/uploads/2024/01/Rakor-RKO-BPKAD-2.jpeg 
 
Isi Berita:   
BOYOLALI – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mengalokasikan Bantuan Keuangan 
2024 sebesar Rp3,04 triliun. Bantuan keuangan tersebut dialokasikan untuk pemerintah 
kabupaten/ kota sebesar Rp1.089.045.558.000, dan pemerintah desa 
Rp1.959.027.054.000. 
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Jawa Tengah, 
Slamet AK, menyampaikan, bantuan tersebut untuk sarana prasarana kabupaten/ kota dan 
desa, bantuan pendidikan, penanggulangan masalah gizi, penghargaan Pangripta 
Abipraya, serta rehab rumah tidak layak huni (RTLH). Bantuan keuangan juga 
dialokasikan untuk desa wisata, desa antikorupsi, dan peningkatan ketahanan masyarakat 
desa. 
Dia meminta pemerintah kabupaten/ kota maupun desa melakukan percepatan penyaluran 
bantuan keuangan, sehingga dampak pembangunan dapat segera dirasakan oleh 
masyarakat Jawa Tengah. 
“Kami minta agar realisasi proyek-proyek ini di triwulan pertama, sehingga diharapkan 
juga mengurangi potensi adanya kontrak kritis dan pengajuan pencairan, tidak menumpuk 
di triwulan keempat,” ujarnya, saat Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja 
Operasional (RKO) Persiapan Pelaksanaan Belanja Bantuan Keuangan kepada 
Kabupaten/Kota TA 2024, di Asrama Donohudan, Rabu (17/1/2024). 
Slamet berharap, nantinya tata kelola belanja bantuan keuangan dari pemerintah provinsi 
untuk kabupaten/ kota juga semakin optimal, sehingga pelaksanaan kegiatan dapat cepat 
dilakukan. 
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Kepala Bidang Anggaran BPKAD Provinsi Jawa Tengah Dwianto Priyonugroho 
menambahkan, bantuan keuangan tersebut sebagai implementasi 10 Program Prioritas Pj 
Gubernur Jateng, khususnya terkait pengentasan kemiskinan ekstrem, pengangguran, dan 
stunting. 
“Bapak/ ibu diminta fokus menggunakan alokasi bantuan keuangan sebagai sebuah alat 
atau instrumen, untuk menggerakan perekonomian di Jawa Tengah. Sehingga, percepatan 
pelaksanaan bantuan keuangan menjadi kunci,” tegasnya. 
Dwianto menekankan agar pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota berkolaborasi untuk 
menyelesaikan program-program prioritas. 
“Kita harus bisa bersama-sama menyelesaikan permasalahan di Jawa Tengah,” ujarnya. 
Kepala Bidang Anggaran BPKPAD Kabupaten Sukoharjo, Agung Rohmaji 
mengapresiasi langkah yang dilakukan oleh Pemprov Jateng, untuk mendorong 
kabupaten/ kota melakukan percepatan pelaksanaaan bantuan keuangan. 
“Kalau tidak ada dorongan dari provinsi, kami nggak cekat-ceket, paling tidak untuk 
mengevaluasi. Monitoring tentunya ini menjadi kekuatan kami,” pungkasnya. (BKPAD 
Jateng/ Ul, Diskominfo Jateng) 
 
Sumber Berita: 
1. https://jatengprov.go.id/publik/2024-pemprov-jateng-alokasikan-bantuan-keuangan-

rp304-triliun-untuk-kabupaten-kota-dan-desa/, “2024, Pemprov Jateng Alokasikan 
Bantuan Keuangan Rp3,04 Triliun untuk Kabupaten/ Kota dan Desa”, tanggal 19 
Januari 2024. 

2. https://infojateng.id/read/46122/2024-pemprov-jateng-alokasikan-bankeu-rp304-
triliun-untuk-kabupaten-kota-dan-desa/, “2024, Pemprov Jateng Alokasikan Bankeu 
Rp3,04 Triliun untuk Kabupaten/ Kota dan Desa”, tanggal 20 Januari 2024. 

3. https://apahabar.com/post/304-triliun-dana-alokasi-pemprov-bakal-sasar-
permasalahan-jateng-lrll7gug, “3,04 Triliun Dana Alokasi Pemprov Bakal Sasar 
Permasalahan Jateng”, tanggal 20 Januari 2024. 

 
Catatan : 
• Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 

mengalokasikan Bantuan Keuangan 2024 sebesar Rp3,04 triliun. Bantuan keuangan 
tersebut dialokasikan untuk pemerintah kabupaten/ kota sebesar 
Rp1.089.045.558.000, dan pemerintah desa Rp1.959.027.054.000. 
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• Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. 
Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam 
rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau 
tujuan tertentu lainnya.1 Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah 
provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.2 

• Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai 
kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan 
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang 
diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.3 

• Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan 
keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke 
Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar 
wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan 
atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau 
kabupaten / kota kepada desa.4 

 
Catatan Akhir : 
1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi 

persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. 
(Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 
07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya) 

2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) 
kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap 
terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan 
tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang 
air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015). 

3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak 
memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus 
dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa 
kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima 
Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”) 

4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak 
memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik 
Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana 
Prasarana Lingkungan) 

5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar 
sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan 
Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan 
Permukiman. 

 

 
1 Pasal 45 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
2 Pasal 45 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
3 Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
4 Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
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Disclaimer : 
Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana 
informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat 
suatu instansi 


